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ABSTRAK

Studi ini mengkaji proses pencal onan anggota legislatif lokal (DPRD kota)
yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar dalam pemilu legidatif 2009. Problem
penting dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kemunculan para kandidat
atau caleg, tahapan yang harus dilalui para caleg, kriteria dan acuan yang
digunakan partai politik dalam menjaring caleg, aktor-aktor dibalik penentuan
nomor urut, orientass partai daam menentukan daftar caleg, sgauhmana
keterlibatan rakyat dan kaum perempuan. Rumusan masalah penelitian adalah
bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPD Golkar kota
Y ogyakarta dalam pemilu legidatif 2009 dan bagaiman kecenderungan dan
pola di balik pencalonan legidatif lokal yang dilakukan DPD PKS dan DPD
Golkar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara
mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah comparative analysis
atau analisis perbandingan, yakni teknik pendlitian untuk mendeskripsikan secara
obyektif dan sistematik fenomena perbandingan tentang rekrutmen caleg kedua
partai.

Temuan penditian menunjukkan bahwa Kedua parta sama-sama
menerapkan usulan dari bawah atau buttomrup. DPD PKS membangun
pelembagaan moderat (pola pelembagaan pencalonan sedang) dengan
menyerahkan proses administrasi caleg pada Tim PANJATIDA. Daftar caleg
dibawa dalam rapat pleno PUI dan semua kader tingkat Madya ke atas dalam
rapat pleno PUI DPD PKS memiliki hak suara yang sama untuk memilih caleg
dalam daftar caleg resmi DPD PKS. Sedangkan DPD Golkar cenderung menganut
pola pelembagaan pencal onan caleg secara optimal (pelembagaan optimal). Tim 7
memiliki wewenang penuh dalam menentukan skor caleg, penempatan nomor
urut, memutuskan dan mengesahkan jumlah caleg lolos dan tidak lolos seleks
Tim?7.

Terdapat kecenderungan yang sama di balik proses pencalonan terutama
dalam konteks mekanisme pencalonan dan penetapan caleg. Pertama, dari segi
prosedur dan mekanisme pencaonan, elite kedua partai di kota Yogyakarta
ternyata sangat diuntungkan dengan adanya pedoman penyusunan caleg. Kedua,
proses pencalonan caleg kedua partai didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek
teknis-administratif ketimbang kualifikasi dan kualitas para calon seperti
pengabdian, komitmen dan loyalitas terhadap partai. Ketiga, proses pencalonan
caleg berlangsung tertutup di antara lingkungan internal DPD PKS dan DPD
Golkar dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Sebaliknya, terdapat
kecenderungan yang berbeda dibalik proses pencalonan yakni, pertama,
perbedaan wewenang yang dimiliki Tim penjaringan kedua partai. Kewenangan
Tim PANJATIDA dikontrol Tim DPD PKS dan Tim Dewan Syuro, sedangkan
kewenangan Tim 7 bersifat mutlak. Kedua, perbedaan dalam penentuan skoring
caleg. Skor caleg DPD PKS tidak ditentukan berdasarkan jabatan di partai, namun
kualitas kerja caleg di tingkat apapun (DPD sampai DPRa). Sedangkan skor caleg
DPD Golkar ditentukan berdasarkan jabatan di partai. Ketiga, penetapan daftar
caleg DPD PKS berikut nomor urutnya dilakukan dalam rapat PUI antara Tim
PANJATIDA, DPD PKS dan Dewan Syura serta semua kader PKS (inklusif),
sedangkan penetapan daftar caleg DPD Golkar dilakukan Tim 7(eksklusif).



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesjsbersumber dari
pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat Haputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RelplidionesiaNomor 158
Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapngahdebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistemanulifrab
dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transierini sebagian
dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tamstasebagian dengan
huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:
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2. Vokal
a. Vokal tunggal:
Tanda Vokal Huruf Latin
a
i
’ u
b. Vokal Rangkap:
Tanda Huruf Latin
¢ ai
S5 au
Contoh:
S - kaifa Jss - haula
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c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda Nama Huruf Latin Nama

f Fatmah dan alif a A dengan garis di atas
s Fathah dan ya a A dengan garis di atas
“ Kasrah dan ya 1 | dengan garis di atas
s Dammah dan wau a U dengan garis di atas

Contoh:

J& ---- gqala Jé ---- gila

< - rama Js - yagilu

. Tamarbugah

a. TransliterasiTa’ Marbwah hidup adalah "t".
b. TransliterasirTa’ Marbwah mati adalah "h".
c. JikaTa’ Marbwah diikuti kata yang menggunakan kata sandaiig("al-

"), dan bacaannya terpisah, mak& Marbwah tersebut ditransliterasikan

dengan "h".
Contoh:
JubkYl &aj,, ---- raudah al-afal
5 sill Al ---- gl-Madinah al- Munawwarah
dalb oo Talhah

. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasisyaddahatau tasydd dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:
B nazzala
oA e al-birru
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik dan parlemen (legislatify merupakdua aktor utama
masyarakat politik, yang memperoleh mandat dariyarakat sipil, berperan
mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atagmraeuntuk kepentingan
masyarakat. Peran partai politik itu diletakkatada arena pemilihan umum,
yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partain daartisipasi politik
masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada apatau kandidat pejabat
politik yang dipercayainya.Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik
(legislatif dan eksekutif) - yang telah memperolehndat melalui partisipasi
politik masyarakat dalam pemilu - harus mengelstanberdaya ekonomi-politik
(kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsgpaeansi, akuntabilitas dan
responsivitas untuk masyarakat.

Di sisi lain partai politik dan pemilihan umum mpakan tempat yang
paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalaamgka mengorganisir
kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakaa antuk membangun
kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandit mmembangun legitimasi dan

relasi antara partai dengan masyarakat Sifielama ini ada argumen bahwa

! Miriam Budiharjo,Pengantar llmu Politi{Jakarta: Gramedia, 2000), him. 163-164 dan
Jimly Assiddigie Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politk #Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 59

’ Selain rekrutmen politik, fungsi penting dari parolitik adalah mobilisasi dan

integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhad&kupnpemilih (voting pattern),dan sarana
elaborasi pilihan-pilahan kebijakan. Yves Meny a&mtirew Knapp,Government and Politics In

1



rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal y&am sangat menentukan
kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kagaasdan legitimasi DPRD sangat
lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekruyiang buruk. Karena
Undang-undang pemilihan umum sekarang telah mekenagistem proporsional
terbuka, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualifmoses rekrutmen
parlemen. Tetapi undang-undang itu akan menjadingayang mati kalau tidak
aksi konkret yang lebih maju dalam proses rekrutmen

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sé@hmgejala yang tidak
kondusif bagi proses membangun demokra&rtama,sistem pemilihan umum
proporsional telah mengabadikan dominasi oligatkiam proses rekrutmen.
Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh tephpdoses rekrutmen, yang
menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor tdpii siapa yang sengsara
menduduki “nomor sepatu”. Dalam pemilu legislafO®, sebetulnya nomor urut
topi tidak menentukan caleg dapat terpilih mengdigota legislatif, namun telah
diprediksi sejak awal sulit bagi caleg di partai napun memperoleh suara
signifikan dalam BPP (Bilangan Pembagi Pemilihjutitu daerah pemilihan. Jika
tidak memenuhi BPP, caleg dapat menjadi anggaojfialéif dengan mengikuti
nomor urut Kedua, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbaka
partisipatif. = Pihak kandidat sama sekali tidak mpanyai sense terhadap
konstituen yang menjadi basisnya karena dia hatygawakili” daerah

administratif (bukan konstituen yang sebenarngahingga pembelajaran untuk

Western Europe: Britania, France, Italy and Germathjrd edition, (Oxford University Press,
1998), him. 59

> Mohammad NajibPenentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPB&lam
Pemilu Legislatif(Yogyakarta: UGM, 2008), him. 7



membangun akuntabilitas dan responsivitas menjaaga lemah. Sebaliknya
masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yanglbakavakilinya, yang kelak
akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandalik Rebing bilang
bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing d&larang” Ketiga, dalam
proses rekrutmen tidak dibangun relasi (linkaga)gybaik antara partai politik
dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipag secara numerik sebagai
angka, bukan sebagai konstituen yang harus dilordaan diperjuangkan.
Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkbagsiunderbow, sebuah
mesin politik yang memobilisasi massa, bukan saibbgsis perjuangan politik
partai. Keempat,proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekizigm
konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik ktitis. Dalam jangka
yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak reestgh pendidikan politik
secara sehat sehingga menghasilkan jutaan penaiifsional yang sangat rentan
dengan praktik-praktik mobilisagnobilized voters})

Gejala-gejala di atas merupakan problem yang rutaiam rekrutmen
politik menuju tatanan politik demokratis di parkem(DPR dan DPRD), terutama
terjadi dalam rekrutmen caleg di tingkat lokal. 8&jgejala ini menarik minat
penulis melakukan penelitian yang menfokuskan pa#eutmen caleg partai di

DPRD kota Yogyakarta periode 2009-2014. Pilihaas d@PRD kota dilakukan

secara sengaja dengan asumsi bahwa jarak antastitbken dengan para caleg

* Bertentangan dengan Undang-undang pemilu homot0@8/pasal 51 tentang sistem
terbuka dalam rekrutmen caleg partai.

> Josef Christofel NalenarPendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif %)
(Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat, 2008, 1l



lebih dekat sehingga rakyat dapat mengenal langsaragcalegnya dibandingkan
DPRD Provinsi atau DPR RI.

Dalam 10 tahun terakhir, banyak bermunculan pgpdsiai baru yang
menggunakan slogan membawa visi dan misi baru. Maoya partai-partai ini
berdampak pada banyaknya kemunculan elit lokal gategma ini tidak terdengar
kiprah dan sepak terjang di politik atau tidak regrett posisi di partai lama.
Munculnya elit-elit politik baru dalam konteks ldkamerupakan fenomena
menarik dalam perjalanan parlemen lokal di Indanetan khususnya di kota
Yogyakarta. Partai berpengaruh seperti Golkar dakrFPmasih mengandalkan
kandidat senior dalam parlemen lokal, partai-pab@iu berhaluan nasionalis
seperti Hanura, Gerindra dan PKS mengandalkan #anpinior dalam bertarung
di pemilu legislatif lokal.

Setidaknya terdapat ribuan elit-elit politik digkat kota Yogyakarta yang
muncul selama pemilu legislatif 2009 dari partaitpabaru. Elit-elit tersebut
direkrut partai-partai baru untuk bersaing mempatiein kursi di DPRD kota.
Munculnya elit-elit baru memberikan ancaman dara té&dak aman serta dapat
menggeser posisi elit-elit lama dan senior yanghtédma duduk di DPRD kota.
Elit-elit politik di tingkat kota Yogyakarta tidakdapat santai menikmati
kemenangan mudah dengan menjamurnya caleg-caleg Baforia kekuasaan
seolah terpecah ke berbagai arah tanpa ada keyadad dapat dilakukan.
Munculnya elit-elit baru merupakan kemenangan deasildi kota Yogyakarta,
namun membawa masalah baru terkait dengan kualitaskal yang bertarung,

kualifikasi, keahlian dan tata kelola politik. Peatannya adalah apakah elit-elit



lokal yang muncul dalam pemilu legislatif di kotaog§akarta sebagai bentuk
pemaksaan demokrasi atas dalih keterbuakaan daeb&sdn warga negara.
Namun yang menjadi problem krusial adalah jaminaalitas atas rekrutmen
parta-partai terhadap elit-elit lokal yang muncukdta Yogyakarta. Tidak ada
jaminan semua elit lokal dalam daftar caleg resummitgd berkualitas. Dalam
konteks ini, rekrutmen politik atas munculnya elit- lokal sangat menentukan
arah demokrasi di kota Yogyakarta dalam lima tateidepan.

Studi ini mengkaji proses pencalonan anggota letfisbkal (DPRD kota)
yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar dalam penidgislatif 2009.
Sejumlah problem penting dalam penelitian ini b#&gka dengan proses
kemunculan para kandidat atau caleg, tahapan yangs Hdilalui para caleg,
kriteria dan acuan yang digunakan partai politilkadamenjaring caleg, aktor-
aktor dibalik penentuan nomor urut, orientasi padaam menentukan daftar
caleg, sejauhmana keterlibatan rakyat dalam pnesesalonan caleg dan apakah
keterwakilan unsur-unsur masyarakat terlibat diadmlya termasuk kaum
perempuan. Sejumlah problem tersebut sejauhdaktpernah dijelaskan secara
memadai karena terbatasnya studi tentang kemunailiapolitik di lembaga
legislatif di Indonesia terutama di tingkat lokal.

Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan ydiigkuskan pada
rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPD Golkar rdgamilu 2009. Terdapat
dua alasan tentang pemilihan dua partai ini merggenda penelitiarRertama,
PKS merupakan representasi partai Islam dengaktstrpartai yang kuat dan

dukungan yang solid, bahkan militan jika di ban#eny dengan representasi



partai Islam manapun termasuk PPP dan PBB. Sedanghrtai Golkar
merupakan representasi partai nasionalis yang rikemifrastruktur partai yang
kuat, kepengurusan yang solid dari pusat sampaadakader-kader berkualitas
dan berpengalaman dalam hiruk pikuk politiKedua, DPD PKS sebagai
pemenang terbanyak partai Islam atas peroleham &uBPRD kota Yogyakarta
dengan 5 kursi bila dibandingkan partai Islam la8edangkan Partai Golkar juga
mendudukkan kadernya 5 kursi di DPRD kota Yogyakaeri kelompok partai
nasionalis. Perolehan kursi Golkar di DPRD kotaesginya kalah dengan PDI-P
(11 kursi), namun setelah penulis bandingkan dgleanpenelitian, mekanisme
rekrutmen Golkar lebih transparan terkait dengampasisi caleg perempuan,
pendidikan tinggi caleg dan usia caleg dibandindrPIXetiga, PKS merupakan
partai era reformasi yang terus mengalami perkegdranyang signifikan,
memiliki jiwa bertarung yang luar biasa dan menikonsistensi yang tinggi
dalam menegakkan dakwah dan politik dan didukumgbsu daya yang unggul
dan pantang menyerah. Sedangkan partai Golkar mleanppartai petarung lama
dalam kancah politik Indonesia sejak orde baru tétap eksis hingga kini. Jadi
studi ini mempelajari pertarungan kader-kader pkstam dan baru melawan
kader-kader partai lama, berpenglaman dan selalumegeng kendali
pemerintahan.

Dalam menentukan pilihan atas dua partai ini, genmembandingkan
dengan partai lain pada ideologi yang sama yakmranideologi agama dan
nasionalis dan menggunakan acuan komposisi caledala dan perempuan,

komposisi pendidikan dan komposisi usia. PilihaasaDPD PKS, penulis



membandingkan dengan partai-partai yang berideddtgin yaitu PPP dan PBB.
Dari ketiga komposisi yang penulis bandingkan,yata DPD PKS unggul dalam
semua komposisi. PPP dan PBB hanya sedikit merektey perempuan karena
berdasarkan ideologi Islam tentang perempuan tlazEikh menjadi pemimpin
politik. Tingkat pendidikan caleg PPP dan PBB selbgt banyak yang telah
berpendidikan tinggi, namun jauh dibawah DPD PK&hi&an PPP juga banyak
merekrut caleg berusia senior atau tua. Inilahaalg®nulis menggunakan sampel
DPD PKS untuk penelitian ini yang dibandingkan dem®PD Golkar.

Pilihan atas partai Golkar dibandingkan dengan PBBma-sama sebagai
partai senior di kota Yogyakarta. Dalam studi pediagan, ternyata tiga
komposisi di atas lebih unggul digunakan DPD Golkd#?D PDI-P lebih sedikit
memberikan porsi caleg perempuan, komposisi pekaiidSMA lebih banyak
dan komposisi usia senior DPD PDI-P merekrut lebémyak. Inilah alasan
penulis menggunakan sampel DPD Golkar untuk péarelibi yang dibandingkan
dengan DPD PKS.

Studi perbandingan terhadap mekanisme rekrutmesy daKS dan caleg
Golkar, sesungguhnya studi tentang perbandingaarpegan elit-elit lokal kader
PKS dan kader Golkar dalam menentukan eksistendadcah politik lokal
dengan dalih pengabdian pada negara dan partaderKieedua partai selalu
mengatakan bahwa kandidat caleg adalah penugastn yeng membutuhkan
tanggung jawab dan totalitas. Namun totalitas ydingaksud adalah totalitas pada
partai, kepentingan, kelompok dan golongan. Setainstudi perbandingan ini

sebetulnya studi perbandingan terhadap prilakuedlitDPD PKS dan DPD



Golkar dalam menentukan nasib komposisi kader-kdd=tua partai yang
terbungkus secara resmi dalam tim penjaringan ¢alieg PANJATIDA dan Tim
7). Di sini terjadi pertarungan antar elit partaituk membaca selera pasar
pemilih, komposisi DPD PKS atau komposisi DPD Golikang paling laku di
pasaran dalam menjual caleg di tiap dapil.

Studi ini sebagai analisis terhadap problem meka@airekrutmen caleg
kedua partai di kota Yogyakarta. Studi perbandingtas dua partai semakin
menarik karena mekanisme rekrutmen caleg DPD PKisggwnakan kualifikasi
dan logika agama, sedangkan mekanisme rekrutmeeg cBIPD Golkar
menggunakan kualifikasi dan logika di luar kontagama. Namun studi ini tidak
akan mempertentangkan teori rekrutmen dengan Kaadif agama atau non
agama atau mencari sisi ideal dari salah satu kpddai. Semua analisis dalam
studi betul-betul merupakan analisis data ilmiahgyditopang dengan berbagai

kerangka teori berdasarkan data lapangan.

B. Rumusan Masalah
Dalam memetakan persoalan rekrutmen yang dilakideslua partai di
kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009, péral ini memfokuskan pada
dua persoalan:
1. Bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dky d&PD
Golkar Kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 200
2. Bagaiman kecenderungan dan pola di balik penaaldagislatif

lokal yang dilakuakan DPD PKS dan DPD Golkar?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengungkap problem-probldgdam rekrutmen
caleg partai politik yang tertuang dalam rumusasateh:
1. Mengatahui mekanisme rekrutmen caleg PKS dan datdkgar Kota
Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009
2. Mengatahui kecenderungan di balik pencalonan kifidbkal yang
dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar
Manfaat penelitian ini adalah upaya yang sunggutgguh dalam mencari
mekanisme rekrutmen caleg PKS dan caleg Golk&andhal:

1. Bahan evaluasi kebijakan politik dalam organisaartgg khususnya
rekrutmen politik, agar lebih meningkatkan peranmsgbagai wahana
penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangurianall ogyakarta.

2. Bahan referensi dan rekomendasi untuk partai Rolitalam upaya
memperbarui sistem rekrutmen caleg politik yangkbalitas pada pemilu

lima tahun ke depan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam memperkuat basis penelitian tentang rekrutpelitik, penulis
telah melakukan sejumlah telaah pustaka penelitsebelumnya untuk
memberikan perbedaan perspektif terhadap penelitianPenelitian tentang
rekrutmen politik telah dilakukan dengan segmengyaerbeda-beda. Penulis

melacak penelitian terdahulu berdasarkan tenggaelpien antara tahun 2001-
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2008, karena periode inilah studi tentang rekratrpelitik marak dilakukan di
Indonesia dalam konteks lokal.

Sebelum melacak penelitian tentang rekrutmen caeg dilakukan PKS
da Golkar secara khusus, penulis juga melacak-hasil penelitian tentang kedua
partai secara umum di Program Paska Sarjana UINuSialijaga. Pertama,
penelitian tentang Peran Partai Keadilan Sejalitetamadya Yogyakarta Dalam
Kebijakan Publik oleh M. Zainal Anwar. Hasil petiglh dapat dijelaskan sebagai
berikut. Pertama dilihat dari kumpulan aktor, PKS merupakan kurapuhktivis
yang terdidik dengan baik dan memiliki pengalamamotganisasi yang cukup.
Kedua tidak hanya mengacu pada syariah, preferensijdi@n publik yang
diperjuangkan PKS juga mengacu pada nilai kebdieasama atau kemaslahatan
ummat. Dalam menentukan kebaikan tersebut, ada hmjayang menjadi
pertimbangan; 1) syariat Islam, 2) hukum posilij,kemaslahatan atau kepatutan.
Ketiga dalam serap aspirasi, terutama kcpada para kbaeali dengan 3 tahap
pembelajaran politik; 1) pemahaman politik, 2) kizsan politik, 3) partisipasi
atau aktivitas politik. Secara struktural, prosesnyerapan aspirasi dilakukan
mulai di tingkat kabupaten dibawah kendali dewampinan daerah, untuk
kecamatan di bawah koordinasi dewan pimpinan ketmamdan untuk tingkat
kelurahan dibawah koordinasi pengurus ranting. malkasus PKS, proses
pembuatan kebijakan publik bukanlah proses yangdeliai. PKS senantiasa
memasukkan nilai-nilai dakwah Islam dalam proseslpeatan kebijakan publik.
Keempatdalam memperjuangkan kebijakan publik, PKS méamtilja prinsip; 1)

prinsip syariah, 2) kajian sccara hukum positifrdlonesia, 3) aspek kepantasan.
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Selain itu, PKS dapat bermitra atau berkoalisi dangihak mana saja selama
untuk kepentingan masyarakat, bahkan dengan pibakmnuslim sekalipun atau
pihak yang garis ideologinya non-Isi&m.

Kedua, penelitian tentang Gerak Partai Politik Islam Dal®amilihan
Kepala Daerah tahun 2008. Temuan penelitian mekkajubahwa faktor-faktor
yang melandasi PKS mengusung Sarimuda adalah,ptimga kesepakatan
tertulis antara kedua pihak, tidak terlibatnya ®ada dalam struktural partai
politik, dan banyak terlibatnya Sarimuda dalam &t sosial-kemasyarakatan.
Sedangkan strategi yang digunakan adatitect marketing yang dalam
jargonnya dikenal dengan MANTAP 125. MANTAP adalgngon pasangan
calon yang diusung sedangkan 125 adalah upayagtatang dilakukan yaitu,
satu orang kader mempunyai tanggung jawab untuldaiangi 25 rumah untuk
mensosialisasikan dan mempromosikan pasangan yamgund, pasangan
MANTAP. Hasil akhirnya adalah pasangan HERO yangnemangkan pilkada
dengan kemenangan mutlak. Kekalahan tersebut sabgakaitan dengan
persoalan popularitas HERO sebagmumbentdan sokongan dan birokrasi di
bawahnyd.

Ketiga, penelitian Gerakan Islam Di Indonesia. Temuan |it@amnya
adalah PKS dan HTI lahir dari “rahim” yang samdauwyd#ierasal dari spirit gerakan

Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir, walaupun kemudian HThenarik diri dari

® M. Zainal Anwar,Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamady#ogyakarta
Dalam Kebijakan PublikiProgram Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)

’ Ludiansyah,Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala DaeralStudi Tentang
Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalm Pemiliharalikbta Palembang 2008Program Paska
Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)
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lingkaran pemikiran IM. Sedangkan PK Sejahtera reeé@nsisten melakukan
transformasi pemikiran IM yang diadaptasikan dengiad-nilai keindonesiaan.
Mengenai ide nasionalisme, PKS secara normatikagiimenerimanya sebagai
bagian dari ajaran Islam. Dimana dalam pandangaekadslam adalah agama
yangsyumul(lengkap) melingkupi semua aspek kehidupan manasiaasuk ide
tentang nasionalisme. Sedangkan HTI secara ideafisalis berbeda pandangan,
menurut mereka nasionalisme adalah ide yabhgurd dan menjadi penyebab
perpecahan persatuan umat Islam. PKS mengakuiterksisdeologi Pancasila
sebagai obyektifikasi ajaran Islam dalam kehidugagrnegara, mengakui
pluralitas, dan bercita-cita mewujudkan masyarakedani yang adil dan
sejahtera yang diridlai Allabsubhanahu wata'ala dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sedangkan HTI memandang Pdacasbagaiset of
phylosophiyang tidak mencukupinbt sufficient untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat dan bernegara, karena dia tidak ikesigtem operasiondl.
Selanjutnya penulis melacak hasil-hasil penelit@ariang rekrutmen caleg
di PKS dan GolkarPertama,penelitian tentang proses rekrutmen anggota DPRD
hasi pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri oleh Ahmadni&ji di FISIP
Universitas Sebelas Maret. Fokus penelitian adaaluruh anggota DPRD
Wonogiri terpilih  periode 2004-2009. Temuan peraiitya adalah
penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004 di Kabupatenogiri belum bisa

memenuhi azas proporsionalitas seperti yang didaélam pasal 107 Undang-

& Moh. Muhatarom,Gerakan Islam Di Indonesia: Studi Komparatif AntaRartai
Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia Bewgt NasionalisméProgram Paska Sarjana
UIN Sunan Kalijaga, 2008)
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undang no.12 tahun 2003 yang menyatakan bahwaraegeocalon anggota
legislatif (Caleg) apabila dapat memenuhi andkilangan Pembagi Pemilih
(BPP) otomatis akan langsung terpilih daretdjtkan sebagai anggota DPRD
mewakili Daerah Pemilihannya (DP), sedangkan calagg perolehan suaranya
tidak dapat memenuhi angka BPP, maka penetagdon terpilih apabila
partai politik yang mencalonkannya meraih kursii ddaerah pemilihannya,
akan ditetapkan berdasarkan nomor urut pencaldaanpartai politik yang
mencalonkannya. Ternyata sangat sulit dilaksanakaskipun ada 2 orang caleg
yang bisa memenuhi ketentuan tersebut, kebretldleduanya berasal dari
partai polittk yang sama, yang satu mempéro4.107 suara melebihi
angka BPP di daerah pemilihanya sebesar 13%#@fa, sedang yang lain
mendapat 20.378 suara melebihi angka BPRadrah pemilihannya sebesar
13.568 suara. Namun demikian secara propasiteanggotaan DPRD di
Kabupaten Wonogiri belum bisa dikatakan memeradas proporsionalitas,
dilihat dari perbandingan antara yang bisangda yang tidak bisa
memenuhi angka BPP, karena hanya ada 2 oeamggota atau 4,44 %
yang bisa melampaui angka BPP sementara yhgorang atau 95,56 %
diangkat menjadi anggota DPRD tanpa harus mememgia BPP°

Kedua, penelitian tentang pola rekrutmen caleg perempuantaiP
Persatuan Pembangunan pada pemilu 1999 oleh E&deasiri tahun 2003. Pada
Pemilihan Umum tahun 1999, jumlah perempuan yanekdit oleh PPP hanya

mencapai 9,41 % dari keseluruhan caleg DPR RI. &ama jumlah caleg

° Ahmad SonhajiProses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 200&&bupaten
Wonogiri,(Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005)
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perempuan ini disebabkan karena PPP dalam rekrutadeg perempuan, sering
menggunakan standar ganda. Penentuan akhir unliblarpicaleg diserahkan
kepada Lembaga Penetapan Caleg dimasing-masirgtargpengurus. Anggota
Lantap ini terdiri dari ketua Pimpinan partai dabérapa orang anggota lain dari
pengurus. Sedangkan dari hasil penelitian jugapditbahwa jumlah perempuan
dalam kepengurusan ini sangat terbatas. Struktgar®asi yang sangat elitis,
dimana penentu kebijakan adalah sebagian keciltelgebut, dan elit yang
dimaksud didominasi oleh laki-laki menjadikan pepeigin semakin terpinggirkan
termasuk untuk memperoleh kesempatan direkrut rdemaleg. Kondisi ini
diperparah dengan adanya perspektif gender elitip&PP yang ternyata dan
hasil penelitian ini menunjukkan belum sensitifden Perspektif gender elit PPP
dan penafsiran atas ideologi Islam yang digunakanupakan faktor perpektif
teologis yang amat berpengaruh dalam rekrutmengcpégempuan termasuk
faktor lain yaitu belum melembaganya organisasi BFRRm bentuk aturan-
aturan yang belum jelas dan terlembdya.

Ketiga, penelitian tentang Pola rekrutmen caleg dan pehggeutehadap
keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi SumatraaBaada pemilu 2004:
Studi Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang olaedah Putri Indriani tahun
2005. Permasalahan penelitian adalah bagaimanagiolamen caleg perempuan
yang dilakukan Partai Golkar dan PBB serta apa gemgya terhadap
keterwakilan perempuan dua parpol ini di DPRD RrspBumbar pada Pemilu

2004. Partai Golkar yang merupakan pemenang dipsumilu terakhir, pada

' Endang SulastriPola Rekrutmen Caleg Perempuan Partai Persatuandaegunan
Pada Pemilu 1999FISIP Universitas Indonesia, 2003)
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Pemilu 1999 berhasil menempatkan 4 orang peremplsemn 12 kursi yang
diperolehnya, namun pada Pemilu 2004 ini meskadekenaikan menjadi 16
kursi yang didapat justru tidak seorang pun peremp&ementara itu, PBB yang
tidak menempatkan perempuan pada Pemilu 1999, ppatailu 2004 ini
menempatkan 2 orang perempuan. Tulisan ini mend@unéeori Pipa Norris
tentang sistem rekrutmen anggota legislatif, teersebut digunakan untuk
melihat bagaimana rekrutmen yang dilakukan di dargaptersebut. Dari analisa
tersebut, penulis menemukan bahwa ada tiga aspdledsan pola rekrutmen
caleg antara Partai Golkar dan PBB untuk DPRD Beygumbar pada Pemilu
2004 ini, yaitu sumber rekrutmen caleg, usulan pkman serta dalam
penyusunan dan penentuan nomor urut caleg. Se@am@ukuhan, ketentuan
internal di PBB lebih menguntungkan caleg perempuatuk dapat terpilih
daripada di Partai Golkar. Hal tersebut kemudiapatalilihat pengaruh yang
diberikannya terhadap keterwakilan perempuan di DPRovinsi Sumbar, bahwa
caleg perempuan terpilih dari PBB ada dua orantes¢ara tidak ada dari partai
Golkar!

Keempat,mekanisme rekrutmen calon anggota DPRD oleh ppstd#i
politik dominan (Studi terhadap partai Golkar, POd&n PNBK di Kabupaten
Lembata- Provinsi NTT) tahun 2005 oleh Quintus ienSuciadi. Temuan
penelitiannya menunjukkan bahwa tampilnya elit-dima yang berhasil

membangun kekuatan kembali lewat partai-partai tikoldominan menjadi

! Indah Putri IndrianiPola Rekrutmen Caleg dan Pengaruhnya Tehadap Kefeiam
Perempuardi DPRD Provinsi Sumatra Barat Pada Pemilu 2004idstPartai Golkar dan Partai
Bulan Bintang(FISIP Universitas Indonesia, 2005)
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semakin kuat posisinya dan menjangkau sampai keyahl pedesaan. Elit-elit di
tiga partai dapat mengusai seluruh proses pojnenangan caleg di DPRD,
pemenangan bupati dan walikota dan pengusaan sghahdi-pundi ekonomi
lokal. Ketiga partai yang diteliti ternyata memiljlaringan yang kuat sampai di
tingkat pelosok?

Pola rekrutmen anggota DPRD oleh partai politik daian baru di
Kabupaten Lampung Barat: Studi Kasus proses relemutanggota DPRD oleh
PDI-P dan PKS di Kabupaten Lampung Barat period®ZD09) oleh Maidar
tahun 2005: 1. Pola rekrutmen anggota DPRD yargragikan oleh PDIP dan
PKS sama-sama menerapkan sistem partisanship, nandapat tingkat tekanan
yang berbeda. Jika PDIP tekanannya pada kedekat®morang dengan struktur
partai, misal lamanya di partai, jabatannya digaatau aktivitasnya di partai.
Sedangkan PKS, penekanannya pada kedekatan demgeara:mg, misalnya
selain pengurus inti partai, juga kader yang tidalagukan lagi integritasnya,
kapabilitas maupun moralitas. 2. Pola rekrutmenAPjDa menggunakan sistem
survival yakni merekrut caleg dengan pertimbangaeg: memiliki massa basis
yang besar dan sumber ekonomi yang baik. SedargK&ntidak menerapkan
sistem survival, karena PKS merupakan partai hadi,dalam tahap konsolidari

partai. Namun PKS menerapkan sistem kompartemeyakni merekrut caleg

12 Quintus Irenius SuciadiMekanisme Rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh Partai-
partai Politik Dominan: Studi Terhadap Partai Golk&DIP dan PNBK di Kabupaten Lembata-
Provinsi NTT (Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, MEz2005)
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dengan pertimbangan skill, profesional atau perfgusaSistem ini tidak
diterapkan PDIP, karena lebih memprioritaskan pamypartai®

Pola rekrutmen calon anggota legislatif (Studi uékeen calon anggota
legislatif partai Golkar dan PAN pada pemilu 2004Kdta Jambi) tahun 2005
oleh Darmawan: 1. Partai Golkar di Jambi lebih lnynenggunakan pola
rekrutmenpartisanhip dimana lebih banyak mengakomodasi orang-orang yang
telah lama dan mempunyai jasa besar pada partagkdi loyalitas dan lama
pengabdian menjadi pertimbangan penting. Demikiala ptatus kepengurusan,
kedudukan dalam organisasi massa. Namun tingkatigi&an dan kompetensi
diakomodasi lebih rendah. 2. PAN menggunakan sistearitokrasi yang
mendorong kader-kadernya yang memiliki tingkat ketepsi tinggi, skill, tingkat
pendidikan dan integritas moral untuk menjadi casmggota legislatif. Baik
partai Golkar maupun PAN tidak hanya menggunakansstem saja, karena ada
sebagian pengurus partai yang menjadi caleg kdedekatannya dengan partai

atau politik balas budf

E. Kerangka Toeritik

Dalam upaya membangun kesinambungan kehidupan paeti politik,

maka partai politik perlu melakukan rekrutmen plituntuk mengisi

Y Maidar, Pola Rekrutmen Anggota DPRD oleh Partai Politik lzaman Baru di
Kabupaten Lampung Barat: Studi Kasus Proses RelemtAnggota DPRD oleh PDI-P dan PKS
di Kabupaten Lampung Barat Periode 2004-2Q¥8gyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah
UGM, 2005)

" Darmawan, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Ré&ken Calon
Anggota Legislatif Partai Golkar dan PAN Pada Panf2004 di Kota JamhiYogyakarta: Politik
Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2005)
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kepengurusan serta keanggotaan partai, termasulk unenempatkan wakil-
wakilnya dalam lembaga legislatif (parlemen). ®eldéu, juga dimaksudkan
untuk memperoleh kader-kader partai yang handalukunmemenangan
pertarungan merebut kekuasaan melalui pemilu.

Berkaitan dengan persoalan rekrutmen, Lester Saligmmenyatakan
bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, ypéttama, perubahan dari
peranan non politik menjadi peranan politik yangoeagaruh,kedua, penetapan
dan seleksi orang-orang untuk memegang peranantikpolang khusus.
Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat unteikdapatkan status kaum elit
dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisyagiij khusus® Relevansinya
dalam konteks kajian permasalahan yang akan dibgltwa rekrutmen politik
adalah penyeleksian individu-individu yang berbalah memenuhi prasyarat
untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus Jagikrutmen caleg adalah
penyeleksian individu-inidividu yang berbakat datah memenuhi parasyarat
untuk menjadi anggota legislatif, baik dalam proggsnjaringan maupun
penyaringan calon.

Sistem rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara d€ed
mengklasifikasikan rekrutmen menjadi empat modedrtda partisanship,
yakni rekrutmen politik dari partai politik yangnilai atas loyalitasnya pada
partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan dunamemperhatikan
kompetensi. Keduameritocratic yakni rekrutmen politik dari kalangan yang

memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, tékat guru dan pekerja ahli.

' Lester G. Seligman, Perekrutan Kaum Elit dan Pemiaan Politik” dalanElit dan
Modernisasied) Aidit dan Zaenal AKSP (Yogyakarta: Liberty, 889 him. 15-16
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Ketiga, Compartmentalizationyakni rekrutmen politik yang didasarkan pada
pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-piogiang dipertimbangkan
sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, samdda saat yang sama
memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pekagtamg lain untuk
dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikg kyal. Keempat,
survival yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada ppinsalas jasa dan
sumber daya pelamar serta cenderung patrdfiase.

Pada umumnya proses rekrutmen poltik dapat dilakuleangan beberapa
cara atau sifat. Terdapat ada dua cara untuk oiaakrekrutmen politik yaitu
secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmerkpelibuka mengandung makna
bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-gyan@ ditentukan serta
mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempgéarg sama untuk
menduduki jabatan politik maupun jabatan pemeraralSebaliknya, rekrutmen
politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepadeng-orang tertentu
seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individividu yang mempunyai
persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga pitaak penguasH.
Berdasarkan uraian tersebut, maka rekrutmen poktilalah suatu proses
pemilihan atau penyeleksian (penjaringan dan pémgyan) dan pengangkatan

individu-individu tertentu ke dalam sistem kekuasaaelalui cara-cara tertentu,

' Barbara Geddes, Politician’s Dilema: Building State Capacity In liat America
(University California Press, 1996) him. 78-79

Y Lili Romli, Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: iStdsus
Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 20Qdiakarta: LIPI, 2005), him. 19
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yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutuptuld lebih jelasnya akan
diuraikan lebih jauh tentang sistem rekrutmen golit

Secara teoritis, rekrutmen dengan sistem terbukartbenenerapkamerit
systemyaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis,ional dan impersonal.
Rekrutmen caleg harus mencerminkan perwakilan yaebenarnya dari
masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus mehiesyarat-syarat kapabilitas,
popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat harus dipadukan. Artinya
sesorang kandidat harus benar-benar memiliki kernamppopuler di tengah-
tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat sergailih melalui prosedur
perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjtik.

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warghabeberkompetisi
untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasandmatastentu oleh kekuatan
eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabdi@asanya sangat tinggi,
sehingga orang-orang yang benar-benar sudah temjgi yang akan berhasil
keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut biasanygyangkut visinya tentang
keadaan masyarakat, atau yang dikenal sehagtorm politiknya serta nilai
moral yang melekat dalam dirinya termasuk integriga*®

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertdikpnal dengan
sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dhpeikan sebagai usaha untuk
memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hgao kekerabatan dengan

pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Semlargjktem spoil dapat

¥ Riswanda ImawanProses Pencalonan dan Calon Dalam Pemilu Legisla€i2,
(Surabaya: Asosiasi llmu Politik Indonesia, 1992jn. 12

¥ Affan Ghaffar, “Demokrasi Empiris Dalam Era Orde r@a dalam Alfian Dan
Nazaruddin SyamsuddiBudaya Politik IndonesigJakarta: Grafiti, 1991). him. 24
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disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orangntiertee dalam jenjang
kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideolegmdangan hidup yang sama
dengan pihak yang sedang berkuasa. Berpedomandpadsistem rekrutmen di
atas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya mekmugang ideal bagi caleg.
Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang baleh ditawar dengan
mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popidaritlan akseptabilitdS.

Kedua, teori kelembagaan. Terdapat tiga variadissakelembagaan
yang berkembang di Barat yakni logika kesesudiagic of appropriateness)
individu belajar melalui keanggotaannya. Preferansiividu ditentukan oleh
lembaga yang ada di sekitarnya. Logika ini bertdbmtakang dengan logika
konsekwensi logic of consequentialitypahwa individu yang berfungsi dalam
organisasi berprilaku sebagai mana adanya karemasthdar normatif dan
lembaga merupakan penyimpanan nilai sosial utaressi\pilihan rasionalis dari
institusionalisme bahwa lembaga merupakan susuthamanadan insentif dan
anggota-anggota lembaga berprilaku dalam merespampénen dasar struktur
kelembagaaf*

Lembaga adalah organisasi formal yang menghasip@mbahan dan
melindungi perubahan. Aspek perubahan kelembagasmgat penting baik
perubahan dalam internal lembaga (proses institeigasi /de institusionalisasi)

dan perubahan dalam nilai dan atau struktur yaaggdjap mencirikan lembada.

% Ramlan SurbaktiMemahami llmu Politik(Jakarta: Gramedia Rajawali, 1992) him.
118

! B. Guy Peter|nstitutional Theory: Problem and Prospect Politi@cience Series 69,
Institute for Advance Studies, Viena 2000.

2 R AW. Rhodes, “The Institutional Aproach” dalam David Mlarand Gerry Stoker,
Theory and Methode in Political Sciengendon: Oxford University, 2001) him. 50-51
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Kaum institusionalis telah mengembangkan sistem ep@tahan secara rinci
dalam dua kutub versi masyarakat menitis versuganakat majemuk. Kaum
institusionalis mengambil pandangan jangka panjafgngan mendukung
perubahan yang lambat dalam perdebatan di parletaeanmenaruh perhatian
pada pembaruan sebagai sarana untuk menyempurtekerkrasi dengan cara 1.
memperluas kekuasan libertarian untuk mengembangHidnan publik melalui
kebijakan-kebijakan yang efektif. 2. Menetapkarmatéa komunitas dan Negara
dengan mengubah sistem partai dan sistem legishkatilendukung kedaulatan
rakyat untuk menjamin kesetiaan dan kerjasama wilegmra®® Lembaga dapat
bertindak sebagai variable yang mempenga(intependent variable)li mana
perbedaan dalam lembaga akan membuat perbedaan kiglgjakan. Ini berarti
adanya lembaga politik seperti PKS dan Golkar meikdoe perbedan kebijakan
di tingkat partai dan anggota partai. Namun lembaga dapat bertindak sebagai
variable yang dipengaruhidependen variablelyakni partai politik sebagai
variable yang mempengaruhi, bisa mempengaruhi @gsindalam rekrutmen

politik.?*

F. Metode Penelitian
F. 1. Model Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengdukungan data

kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumsifta Data kualitatif juga

 bid
** Ibid

% M.B. Miles dan A.M. HubermarAnalisis Data Kualitatif Jakarta: Ul-Press, 1992)
him. 16
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diperoleh dari sejumlah penelitian sebelumnya dengama terkait yang
menyediakan data-data terkait berkenaan dengamitmedn caleg partai-partai
politik di sejumlah daerah dalam pemilu legisl&2904. Data yang diperoleh
adalah hasil pengamatan (observasi) dan wawaneatanyy rekrutmen caleg
DPD PKS dan DPD Golkar di DPRD kota. Sumber daiagr penelitian ini

adalah hasil wawancara dengan pengurus DPD Il P#8, pengurus DPD II
Golkar kota, ketua dan anggota KPU kota dan sdiaet®PRD kota dan
akademisi Universitas Gadjah Mada (FISIPOL).

Dalam wawancara dengan narasumber pengurus DPRSIkota, yang
menjadi narasumber adalah Muhammad Rosyidi, ST(K&fua DPD PKS kota),
Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi, (Sekretaris Umum DS kota dan sekaligus
ketua Tim PANJATIDA —Tim Penjaringan Mutiara Dae@RD PKS kota dan
Muhammad Yuniardi, SP (ketua Bidang Pembinaan Kalder sekretaris Tim
PANJATIDA). Narasumber pengurus DPD Il partai Golkadalah Drs.
Suhartono, ST, (ketua DPD Golkar kota dan ketua Tirekrutmen caleg Golkar
kota), Bambang Seno Baskoro, ST, wakil ketua DRik& kota dan anggota
Tim 7), Augusnur, SH, SIP, (sekretaris DPD Golkata dan anggota Tim 7).
Dari unsur KPU, yang menjadi narasumber peneliigalah Nasrullah, SH,
M,Ag, MCL (ketua KPU kota dan anggota KPU Provi3lY) dan Aan
Kurniasih, SH (anggota KPU kota dan ketua Tim \as$i Daftar Calon
Pemilih). Data hasil wawancara langsung denganyesdPD Il PKS dan DPD

Il Golkar kota merupakan data primer.
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Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaiéba® dalam
mengadakan wawancara dengan bepijak pada pedomaaneara terstruktur
yang memuat masing-masing 30 daftar pertanyaark UDRD PKS dan DPD
Golkar. Untuk KPU dan sekretariat DPRD kota masmaging 8 daftar
pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada respondemade memberikan
kebebasan untuk menjawab pertanyaan, namungikaban kurang mengenai
sasaran, peneliti  menjelaskan kembali pertanyaarbelw®nya dan
menjelaskannya secara sistematis kepada respéhu¢awancara di lakukan di
kantor Fraksi PKS dan Fraksi Golkar di DPRD kot#WKkota dan sekretariat
DPRD kota antara 24 November 2009-10 Januari 2010.

Data-data sekunder yang terkait dengan teori mel@nt caleg,
kecenderungan dan karakter caleg diperoleh dalsin, btesis dan makalah di
jurnal. Penulis berusaha merujuk buku standarndadania kademik, kecuali
buku standar tidak ditemukan, penulis menggunakendapat dalam buku
skunder. Salah satu buku primer adalah karya L&SteBeligman, Perekrutan
Kaum Elit dan Pembangunan Politik, diterbitkarbdrty, Yogyakarta pada 1999
dan karya Barbara GeddeBplitician’s Dilema: Buliding State Capacity In Liat
America diterbitkan University California Press pada 1996tuk mempertajam
pembahasan dalam komparasi hasil wawancara deergartdori yang terdapat
dalam buku, penulis juga melakukan wawancara deaghmpolitik dan pemilu di
kota Yogyakarta yaitu Nanang Indra Kurniawan, SNPA di Fisipol Universitas

Gadjah Mada.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid Il(Yogyakarta: Yayasan Penerbitan

Psikologi UGM, 1973) him. 226
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Menurut Moleong, pendekatan ini diharapkan dapatnguegkap
permasalahan yang berhubungan dengan penelitiandeRatan kualitatif
digunakan karena beberapa pertimbandertama, menyesuaikan pendekatan
kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengany&man gandaKedua
metode ini menyajikan secara langsung hakikat hgénantara peneliti dan
informan. Ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesunaittiai
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dadaprpala-pola nilai yang
dihadapi. Pendekatan ini lebih efektif karena diada melakukan wawancara
terjadi hubungan langsung antara peneliti dan mém?’

F. 2. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data hasil observasi mendalam, weavan dan
dokumentasi dilakukan dengan teknik triangguladiadap sumber data maupun
teknik pengumpulan data. Terdapat empat tekniknggalasi sebagai metode
pemeriksa yang memanfaatkan pengguna sumber, metedgidik, dan teofi®
Dalam penelitian ini dipilih jenis trianggulasi dgm sumber dan teori. Hal ini
dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu (1) medibgkan data hasil
pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) memnig&aad apa yang
dikatakan subjek penelitian diforum publik denggra gang dikatakan secara
pribadi, (3) mengkonfirmasi hasil wawancara dartagm satu subjek dengan
subjek lainnya, (4) membandingkan hasil wawancaregdn laporan dokumen-

dokumen yang berkaitan.

?” Lexy J. Moloeng,Metode Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Roesdakarya,

1998), him. 125-126

%8 |bid, him. 178.
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F. 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah Ceatipa analysis atau
analisis perbandingan, yakni teknik penelitian kWntunendeskripsikan secara
obyektif dan sistematik pola perbandingan antara thnomena politik yang
terjadi dalam satu waktu. Tipe analysis dalam peaelini adalah Comparative
analysis dalam studi kas(@8ase Studies)ladi studi ini merupakan Comparative
analysis secara deduktif yang berangkat dari sejurtdori tentang mekanisme
rekrutmen yang telah tersusun dalam studi-studilseinya, dengan studi kasus
yang terjadi di DPD PKS dan DPD Golkar kota Yogy#k&

Umumnya Comparative analysis atanalisis perbandingan digunakan
dalam dua cara yakminternl comparison(perbandingan internal- perbandingan
fenomena khusus antar waktu, antar ruang dan budalgan rangka mencari
variasi pola persamaan dan perbandingan) daxternal comparison
(perbandingan eksternal- perbandingan dua ataun lEsiomena politik yang
terjadi dalam waktu yang berbeda seperti kejad@itipp dimasa Orde Baru dan
Reformasi, perbandingan dalam budaya politik diebapa komunitas masyarakat
yang berbeda untuk mencari pola persamaan dan daabeantar fenomena
politik yang adaf® Dalam penelitian ini, perbandingan mekanisme utsken
caleg DPD PKS dan DPD Golkar masuk dalam kateguernl comparison

(perbandingan internal) karena hanya membandinganniekanisme rekrutmen

** Tom Mackie and David Marsh, The Comparative Methdanle(ed) David Marsh and
Gerry Stoker,Theory and Methode in Political Scien@ieondon: Oxford University Press, 1999),
him. 174-176

** Charles Raginlssues and Alternative in Comparative Social Resedt eiden: E.J
Brill, 1991), him. 178
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untuk menentukan pola perbandingan dua partainflddan Nasionalis) dalam
satu ruang dan waktu yang terjadi pada fenomenatrakn caleg partai-partai
tahun 2009 di kota Yogyakarta.

Data hasil analisis isi kemudian disajikan secaestituktur dengan
maksud supaya mudah dipahami. Pada bagian akiwsr iteés sejumlah pokok
kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis damigphasan atas data. Pokok-
pokok kesimpulan ini merupakan temuan-temuan utgarsy diperoleh dalam
pelaksanaan penelitian ini sebagai upaya untuk angtj pertanyaan penelitian
yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan abtememverifikasi data
selama penelitian berlangsung. Reduksi data, pemyajata, dan penarikan
kesimpulan merupakan langkah-langkah yang terkait dikerjakan secara

berkesinambungan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini ditulis dalalam lima bab. Balbustentang problem-
problem yang melingkupi wilayah studi rekrutmenitiolcaleg DPRD di era
reformasi. Rekrutmen merupakan arena untuk memimakaderisasi, regenerasi,
dan seleksi para kandidat serta membangun legitides relasi antara partai
dengan masyarakat sipil. Namun sejumlah problemutelen caleg masih terjadi
dalam PKS dan partai Golkar pada pemilu 2009. 8ath penulis mendorong
upaya pemetaan problem rekrutmen dan kendala-kengalg dihadapi DPD
PKS dan DPD Golkar. Pemetaan problem ini mempermudaalisis dan

pembahasan yang dikaitkan dengan teori.
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Bab dua membahas peta kekuatan politik kota Yagyakdalam pemilu
legislatif 2009. Pembahasan ini menelaah koagepiartai-partai peserta pemilu
legislatif di kota Yogyakarta 2009 dalam memperkantkursi di DPRD kota.
Kontestasi ini lebih menarik jika dilihat dalam f@@ungan perimbangan kekuatan
partai-partai Islam (PKS, PPP, PKNU) versus pantsionalis baru dan lama
(Golkar, PDIP dan Demokrat). Hasil perolehan su#aa kursi DPRD partai-
partai peserta pemilu ini sebagai penguat demisksatsistem kepartaian dan
kelembagaan DPRD.

Bab tiga membahas tentang mekanisme rekrutmen BPR® dan DPD
Golkar di DPRD kota dalam proses penjaringan, @gsnyaringan dan proses
penetapan serta profil para caleg. Yang menauta pdalah aktor-aktor dibalik
penetapan caleg jadi dan penetapan nomor urutyBotaditerapkan kedua partai
ini dalam rekrutmen memiliki persamaan dan perbedaatuk menentukan
kualitas calon, dedikasi dan loyalitas serta preksgdon untuk menang. Dalam
bab ini, profil caleg DPD PKS dan DPD Golkar dilgggkan dalam model
rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Gedddsi ypartisanship,
meritokrasi dan survival Kategorisasi dalam tiga model ini, menuntun
pembentukan kecenderungan dan pola yang dibaheas dalb V.

Bab empat membahas kecenderungan dibalik pencalcalag lokal di
kota Yogyakarta. Dalam upaya menterjemahkan Undeaigng nomor 10 tahun
2008, DPD PKS dan DPD Golkar mendesain mekanisnernia sebagai
pedoman dalam penyusunan dan seleksi caleg. Depegaerjemahan yang

berbeda-beda di antara kedua partai, terdapatdygb&ecenderungan yang sama
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dan kecenderungan yang berbeda, sebagai konseka¢smsi pilihan pola
pelembagaan pencalonan yang dianut kedua partaipBembagaan yang dianut
kedua partai membedakan hasil profil caleg dan qusrédn kecenderungan
oligharkis kedua partai. Dalam melacak fenomenaghaliis, bab ini
mendudukkan oligharkis dalam fenomena sejarah y#pentuk secara
melembaga selama pemerintahan Orde Baru. Dua metighbagaan pencalonan
legislatif yang diciptakan baik secara langsung tit#ak langsung, dalam bab IV
ini berusaha mencari alternatif terbaik pola pemmah yang ideal dengan
semangat proporsional dan terbuka.

Bab lima merupakan ringkasan atas temuan-temusm Isebagai
kesimpulan penelitian serta saran-saran tindalutiaatps penelitian berikutnya.
Temuan-temuan dan saran-saran dalam bab |V dapatakan oleh partai politik

sebagai bentuk evaluasi penentuan calon legi&at lima tahun mendatang.



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pembahasan yang dilakukan di bab Il dan IV mendapatkan dua
kesimpulan pokok yakni:

1. DPD PKS membangun pelembagaan moderat (pola pelembagaan
pencalonan sedang/moderat). DPD PKS menyerahkan proses
administras caleg pada Tim PANJATIDA. Daftar caleg dibawa
dalam rapat pleno PUI yang teridiri atas unsur DPD PKS, Tim
PANJATIDA untuk mengesahkan caleg dan penetapan dan
penempatan caleg. Semua kader tingkat Madya ke atas dalam rapat
pleno PUI DPD PKS memiliki hak suara yang sama untuk memilih
caleg yang duduk dalam daftar caleg resmi DPD PKS. Semua kader
dapat menjadi saks atas dedikasi, loyalitas, komitmen caleg yang
didistribusikan di tiap dapil. Sedangkan DPD Golkar cenderung
menganut pola pelembagaan pencalonan caleg secara optimal
(pelembagaan optimal). Tim 7 memiliki wewenang penuh dalam
menentukan skor caleg, penempatan nomor urut, memutuskan dan
mengesahkan jumlah caleg lolos dan tidak lolos seleks Tim 7. Pola
ini mengkategorikan Tim 7 dalam kategori oligharkis optimal. Kedua
partal sama-sama menerapkan usulan dari bawah atau buttom-up.

2. Terdapat kecenderungan yang sama dibalik proses pencalonan

terutama dalam konteks mekanisme pencalonan dan penetapan caleg.
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Pertama, dari segi prosedur dan mekanisme pencalonan, elite kedua
partai di kota Y ogyakarta ternyata sangat diuntungkan dengan adanya
pedoman penyusunan caleg. Kedua, proses pencalonan caleg kedua
partai didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek teknis-administratif
ketimbang kualifikas dan kualitas para calon seperti pengabdian,
komitmen dan loyalitas terhadap partai ketimbang kemampuan dan
komitmen serta aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ketiga, proses
pencalonan caleg berlangsung tertutup di antara lingkungan internal
DPD PKS dan DPD Golkar dan sama sekali tidak diketahui oleh

masyarakat.

Sebaliknya, terdapat kecenderungan yang berbeda dibalik proses
pencalonan yakni, pertama, perbedaan wewenang yang dimiliki Tim
penjaringan kedua partai. Kewenangan Tim PANJATIDA dikontrol
Tim DPD PKS dan Tim Dewan Syuro, sedangkan kewenangan Tim 7
bersifat mutlak. Kedua, perbedaan dalam penentuan skoring caleg.
Skor caleg DPD PKS tidak ditentukan berdasarkan jabatan di partai,
namun kualitas kerja caleg di tingkat apapun (DPD sampai DPRa).
Sedangkan skor caleg DPD Golkar ditentukan berdasarkan jabatan di
partai. Ketiga, penetapan daftar caleg DPD PKS berikut nomor
urutnya dilakukan dalam rapat PUI antara Tim PANJATIDA, DPD
PKS dan Dewan Syura serta semua kader PKS (inklusif), sedangkan

penetapan daftar caleg DPD Golkar dilakukan Tim 7(eksklusif).
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B. Saran-saran

1. Penelitian tentang rekrutmen caleg di tingkat lokal harus tetap
dilakukan untuk menguji partai-partai dalam menentukan kualitas
caleg yang digjukan dalam pemilu. Penelitian rekrutmen caleg di
tingkat lokal lebih kompleks, mengingat banyaknya caleg-caleg baru
yang muncul tidak hanya di kota Yogyakarta, tetapi juga di daerah-
daerah lain. Semakin banyak caleg yang muncul, problem kualitas
selalu menjadi ancaman baru bagi pembangunan demokrasi.

2. Daam konteks yang lebih luas, penelitian ini terbatas pada
perbandingan rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD Golkar di kota
Yogyakarta. Namun studi ini memberi sumbangan pemikiran
terhadap proses rekrutmen caleg kedua partai (PK'S dan Golkar) untuk
menjadi pertimbangan atas kekurangan dalam rekrutmen caleg 2009
menuju pemilu legidlatif 2014. DPD PKS kota harus mempertahankan
rekrutmen terhadap kader-kader muda partai sebagai penggerak utama
dan kader perempuan tanpa ada pilih kasih. Di sisi lain DPD PKS
juga harus mempertimbangkan kader di luar partai yang mumpuni
untuk dijadikan caleg, bukan hanya sekedar merekrut tokoh sebagai
vote gater (strategi mendulang suara).

DPD partai Golkar harus merubah pola rekrutmen caleg yang
eksklusif menjadi inklusif dan memberikan kesempatan yang sama
kepada semua kader di segala tingkatan. Jadi bukan hanya pengurus-

pengurus teras saja yang dapat dijadikan kandidat. Hasil studi ini juga



143

menyarankan pada DPD Golkar untuk membentuk dewan pengawas
rekrutmen caleg agar persaingan menuju kursi caleg partai dapat

dilakukan lebih adil.
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DAFTAR PERTANYAAN
DPD PKSkota Yogyakarta

(Narasumber: Muhammad Rosyidi, ST. MT, Bambang Anjar Jalumurti, S. Pi

dan Muhammad Y uniardi, SP)

Bagaimana proses penjaringan Caleg PKS DPRD Kogyakarta periode
2009-2014

2. Siapa yang dilibatkan dalam proses penjaringargdai€s

3. Apa syarat-syarat menjadi caleg PKS di DPRD

4. Bagaimana proses penjaringan Caleg PKS disoskmsasMedia, kantor DPD

partai atau sosilisasi lewat pengurus yang turulkag@ngan.

Berapa lama proses penjaringan Caleg PKS

6. Dalam proses pendaftaran caleg bersifat aktif atsif: Mendaftar sendiri

8.
9.

atau telah ditunjuk oleh pengurus di tiap tingkatamlari Desa sampai
Kabupataen/ Kota)

Berapa caleg PKS yang usulkan PAC ke DPD partaibdmapa komposisi
PAC PKS dan pengurus DPD PKS

Bagaimana skor caleg PKS: Pengurus DPD dan norupgsg

Bagaimandit danproper test diterapkan bagi caleg PKS

10.Bagaimana perolehan suara PKS jika dibandingkamlp&004 dan 2009

11.Berapa jumlah kursi yang diperoleh PKS di DPR4@ jlibandingkan pemilu

2004 dan 2009

12.Bagaimana strategi pemenangan pemilu bagi cal&d®BROPRD
13.Berapa jumlah caleg PKS yang diusulkan DPD Paréa ke KPUD kota

Yogyakarta di 5 Dapil

14.Berapa jumlah caleg PKS yang lolos verifikasi adstiasi di KPUD Kota

15.Barapa jumlah caleg PKS yang lolos jadi anggota DR®ta Yogyakarta

periode 2009-2014 dalam tiap Dapil



16.Bagaimana profil caleg PKS: a. Agama, b. Pendidikan Pengalaman
organisasi (aktivis — nonaktivis, partai dan nortggasayap partai, LSM), d.
Anggota DPRD —non anggota DPRD, e. Tua — mudsluka lama —muka
baru, g. Pekerjaan : Pensiunan PNS, pengusahaspiafial dan mantan TNI,
h. Penghasilan, i. Gender. Bagaimana kombinasiO50nuk regenerasi PKS
kedepan

17.Bagaimana proses penyaringan Caleg PKS untuk DPRBfa Kogyakarta
periode 2009-2014

18. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalansg® penyaringan caleg
PKS

19.Bagaimana proses penetapan Caleg PKS untuk DPRB ¥ogyakarta
periode 2009-2014

20.Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalaosgs penetapan caleg
PKS

21.Bagaimana proses penetapan nomor urut Caleg PK& @PRD: Nomor
urut topi dan nomor urut sepatu

22.Apakah ada proses negosiasi yang alot dalam pemetapmor urut Caleg
DPRD

23.Siapa yang paling mendominasi atau paling berwerdalgm penetapan
nomor urut Caleg DPRD: Ketua DPD, Tim khusus DI

24.Apa yang paling menentukan caleg PKS bisa dudukodior urut tertentu:
Dekat dengan pengurus, keluarga, pengaruh sosidbatis massa, kekuatan
financial, loyalitas pada partai DII.

25.Berapa dana yang harus disetorkan caleg PKS kai gatiagai wakaf

26.Apakah setiap nomor urut berbeda dana yang diketpartai

27.Apakah nomor urut memiliki mitos tertentu

28.Apakah ada caleg PKS yang minta ditempatkan dindertentu

29.Bagaimana mengatasi gejolak ketidakpuasan callegndaenetapan nomor

urut



30.Bagaimana pengaruh social dalam penetapan caleg [PiiSoritaskan atau
tidak (Keluarga lingkungan keraton, keluarga trddama, keluarga pejuang

veteran, keluarga elit di jogja yang menguasaitmrmsumber ekonomi, DII)



DAFTAR PERTANYAAN
DPD Golkar Kota Yogyakarta

(Narasumber: Drs. Suhartono, ST, Bambang Seno Baskoro, ST
dan Augusnur, SH, S. IP)

. Bagaimana proses penjaringan Caleg Golkar DPRD Kaigyakarta
periode 2009-2014

2. Siapa yang dilibatkan dalam proses penjaringargqadetai Golkar

3. Apa syarat-syarat menjadi caleg partai Golkar dRkDHBagaimana proses

penjaringan Caleg disosilisasikan: Media, kantor DDPartai. atau
sosilisasi lewat pengurus yang turun ke lapangan

. Berapa lama proses penjaringan Caleg partai Golkar

5. Dalam proses pendaftaran caleg partai Golkar lrsittif atau pasif:

mendaftar sendiri atau telah ditunjuk oleh pengudliugp tingkatan ( dari
Desa sampai Kabupataen/ Kota)

. Berapa caleg partai Golkar yang usulkan PAC ke [pBiai dan berapa
komposisi PAC dan DPD

. Bagaimana skor caleg partai Golkar: Pengurus DRDnda pengurus

8. Bagaimandit danproper test diterapkan caleg partai Golkar

. Bagaimana perolehan suara partai Golkar jika dilveykan pemilu 2004
dan 2009

10.Berapa jumlah kursi yang diperoleh partai Golkar OPRD jika

dibandingkan pemilu 2004 dan 2009

11.Bagaimana strategi pemenangan pemilu bagi caleip&@olkar di

DPRD

12.Berapa jumlah caleg partai Golkar yang diusulkarDCHartai kota ke

KPUD kota Yogyakarta di 5 Dapil

13.Berapa jumlah caleg partai Golkar yang lolos Wagi administrasi di

KPUD



14.Barapa jumlah caleg partai Golkar yang lolos jaufygota DPRD Kota
Yogyakarta periode 2009-2014 dalam tiap Dapll

15.Bagaimana profil caleg partai Golkar: a. Agama, Hendidikan, c.
Pengalaman organisasi (aktivis — nonaktivis, patéai non partai, sayap
partai, LSM), d. Anggota DPRD —non anggota DPRD,Tua — muda, f.
Muka lama —muka baru, g. Pekerjaan : Pensiunan Ri¢8gusaha,
professional dan mantan TNI, h. Penghasilan, i. d8enBagaimana
kombinasi 50:50 untuk regenerasi partai kedepan

16.Bagaimana proses penyaringan Caleg partai GolkatukuDPRD Kota
Yogyakarta periode 2009-2014

17.Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalaosgs penyaringan
caleg partai Golkar

18.Bagaimana proses penetapan Caleg partai Golkaik UDPRD Kota
Yogyakarta periode 2009-2014

19. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalavsgs penetapan caleg
partai Golkar

20.Bagaimana proses penetapan nomor urut Caleg p@diiar untuk
DPRD: Nomor urut topi dan nomor urut sepatu

21.Apakah ada proses negosiasi yang alot dalam pemetapnor urut Caleg
DPRD

22.Siapa yang paling mendominasi atau paling berwemiafgm penetapan
nomor urut Caleg partai Golkar DPRD: Ketua DPD, kimusus DlII

23.Apa yang paling menentukan caleg partai Golkar bisduk di nomor
urut tertentu: Dekat dengan pengurus, keluargaggreih sosial dan basis
massa, kekuatan financial, loyalitas pada partai DI

24.Berapa dana yang harus disetorkan caleg partaiaGélk partai sebagai
wakaf

25. Apakah setiap nomor urut berbeda dana yang diketpartai

26.Apakah nomor urut memiliki mitos tertentu



27.Apakah ada caleg partai Golkar yang minta diterrgratknomor tertentu

28.Bagaimana DPD Golkar mengatasi gejolak ketidakpuasaleg partai
Golkar dalam penetapan nomor urut

29.Bagaimana mengatasi kekecewaan kader Golkar ydak lblos menjadi
caleg resmi DPD Golkar

30.Apakah ada diantara kader-kader Golkar yang keammgan penetapan
caleg resmi kemudian pindah ke partai lain dendmsaa tidak puas

31.Apa kompensasi DPD Golkar terhadap kader yang tdilm daftar
caleg remi partai

32.Bagaimana pengaruh sosial dalam penetapan calegi paolkar:
Diprioritaskan atau tidak (Keluarga lingkungan kera keluarga trah
ulama, keluarga pejuang veteran, keluarga elibgjaj yang menguasai

sumber-sumber ekonomi, DII)
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DAFTAR PERTANYAAN KPU Kota Yogyakarta
(Narasumber: Nashrullah, SH, S. Ag, MCL dan Aan Kurniasih, SH)

Bagaimana proses pileg di kota Yogyakarta 2009

Apa kendala yang dihadapi KPUD kota Yogyakartagp#609

Berapa Dapil yang diperebutkan partai

Berapa caleg yang diajukan partai dan berapa yalog Werivikasi sebagai
caleg tetap tiap partai

Berapa partai yang tidak lolekectoral threshold

6. Bagaimana peta kekuatan partai Islam dan partemelss pileg 2009

A

© N o o

Berapa caleg jadi yang tidak memenuhi BPP dan Beragbeg jadi yang
memenuhi BPP

Berapa komposisi muka baru dan muka lama di DPRB ¥Xogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN DPRD
Sekretariat DPRD kota Yogyakarta

Berapa komisi dan fraksi di DPRD kota Yogyakart@£dan 2009
Bagaimana peran komisi dan fraksi dalam pembangdnkaota Yogyakarta
Bagimana fraksi menjembatani kedekatan dengan ikoeist

Bagaimana peta kekuatan partai politik lama datappolitik baru 2004 dan
2009

Berapa komposisi muka baru dan muka lama di DPRB ¥Xogyakarta
Bagaimana rekrutmen caleg partai-partai pesertalppem

Bagaimana perimbangan legislator laki-laki dan jpgnean

Bagaimana kursus-kursus yang diikuti anggota DPRD darimana biaya
kursus tersebut



DAFTAR PERTANYAAN AKADEMISI
Nanang Indra Kurniawan, S. IP, MA
(Fisipol Universitas Gadjah M ada)
. Bagaimana peta kekuatan politik di DPRD kota Ydgyt 2004 dan 2009
(partai politik nasionalis dan partai yang berlassi@a agama)
. Bagaimana mekanisme rekrutmen partai-partai pdligilam pemilu legislatif
di kota Yogyakarta 2009

3. Mengapa terjadi Golput di kota Yogyakarta

4. Bagaimana pendapat bapak dengan kualitas calegdangan partai-partai

politik untuk DPRD kota, terutama caleg DPD PKS 8&D Golkar

. Apa kekurangan rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD #&dkcara khusus
dan umumnya rekrutmen caleg partai-partai pesemailp legislatif di kota

Yogyakarta

. Bagaimana prediksi bapak tentang rekrutmen calatp ggemilu legislatif

2014



NARASUMBER

No Narasumber Institusi Jabatan
1 Muhammad Rosyidi, PKS KetuaUmum DPD PKS
ST. MT
2 Bambang Anjar PKS Sekretaris DPD PKS dan
Jalumurti, S.Pi ketua Tim PANJATIDA
DPD PKS
3 Muhammad Y uniardi, PKS Ketua Bidang Pembinaan
SP Kader
4 Drs. Suhartono, ST Golkar Ketua DPD Golkar dan
ketua Tim 7
5 Bambang Seno Golkar Wakil ketua DPD Golkar
Baskoro, ST
6 Augusnur, SH, S.IP Golkar Sekretaris DPD Golkar
7 Nasrullah, SH, S.Ag, KPU Ketua KPU kota
MCL
8 Aan Kurniasih, SH KPU Anggota KPU dan ketua
Tim Verifikasi daftar
pemilih
10 Sekretraiat Staff Sekretraiat DPRD
DPRD
11 Nanang Indra Fisipol Dosen IImu Politik UGM
Kurniawan, S.IP, MA UGM
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